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PUTUSAN
Nomor 0393/Pdt.G/2020/PA.Una
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Konawe,
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17
November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha
pada tanggal 18 November 2020 dengan register perkara Nomor
0393/Pdt.G/2020/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 12 April 2014, telah berlangsung pernikahan
antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatn
Wawotobi dengan kutipan akta nikah nomor 2/3/13/VI/2014,
tanggal12/04/2014, tanggal 20 Mei 2014 karena itu antara Penggugat
dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami — isteri.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak:
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3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang Tua Penggugat di Jalan Ahmad Yani No. 380 Kelurahan
Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, kemudian pada awal
tahun 2019 pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat Di Kelurahan
Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2015
secara terus menerus disebabkan sebagai berikut:

- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.

- Kalau bertengkar Tergugat kerap melakukan tindak kekerasan dan

bersikap kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat mengajukan gugatan cerai di
Pengadilan Agama Unaaha dan berakhir damai setelah di Mediasi
6. Bahwa perilaku Tergugat tidak pernah berubah, akhirnya selalu
bertengkar dan puncaknya pada bulan Maret 2020 Tergugat menyebarkan
Fidio perselingkuhannya dan akhirnya perempuan teman selingkuhnya
keberatan dan lapor ke Polsek setempat dan akhirnya di proses secara
adat .
7. Bahwa akibat dari perilaku Tergugat membuat Penggugat tidak sanggup
lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Akhirnya
Penggugat memilih untuk berpisah tempat tinggal dan pulang ke rumah
orang tua Penggugat sampai sekarang dan Tergugat tetap tinggal di rumah
orang tuanya di Jalan Ahmad Yani No. 380 Kelurahan Wawotobi,
Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.
8. Bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, pernah
berusaha yaitu berupaya mengatasi masalah yang terjadi dengan cara
bermusyawarah atau bicara baik-baik dengan tergugat tetapi tidak ada
hasil. Bahkan telah pernah dilakukan upaya perdamaian dari pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi juga tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan
rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternative terbaik

untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Konawe/ Majelis Hakim untuk
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undagan
yang berlaku;
SUBSIDER:
Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang
pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah
dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk
menempu upaya mediasi, nhamun sesuai laporan Mediator (Nurul Aini, S.HI)
tanggal 15 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban
secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat namun
keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut tetap mempertahankan
gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatn Wawotobi, Nomor
2/3/13/V1/2014 Tanggal 20 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;

Saksi-saksi

Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada,

bertempat tinggal di Wawotobi, di bawah sumpah, memberikan keterangan

sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sahabat dan kenal
dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa sat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dalam kondisi
hamil empat bulan dan saksi kenal keduanya saat mereka masih pacaran;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun namun
kemudian sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa bila terjadi perselisihan Tergugat berperilaku kasar dan kerap
mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa perselisihan dan percekcokan Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi dan memuncak pada bulan Maret 2020 disebabkan
perselingkuhan Tergugat bersama dengan perempuan bernama Ade yang

difilmkan dan video mesum mereka diupload Tergugat di media social;
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- Bahwa sejak bulan Maret 2020 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat
pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalin komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;
Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kecamatan Unaaha, di bawah sumpah, memberikan
keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sejak kuliah dan
kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saat mereka sudah
suami istri dan telah ada anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun namun
kemudian sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa bila terjadi perselisihan Tergugat berperilaku kasar dan kerap
mengancam Penggugat dengan sencata tajam;
- Bahwa perselisihan dan percekcokan Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi dan memuncak pada bulan Maret 2020 disebabkan
perselingkuhan Tergugat bersama dengan perempuan bernama Ade yang
difilmkan dan video mesum mereka diupload Tergugat di media social dan
akibat perbuatan Tergugat itu, pihak perempuan XXX keberatan dan
menuntut ganti rugi yang telah dilunasi oleh Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat
pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalin komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat
menyatakan menerima dan membenarkan;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan

tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;
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Bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan dan
mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat
keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah
dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
bermula sejak pertengahan tahun 2015 secara terus menerus disebabkan
Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan kalau bertengkar Tergugat
kerap melakukan tindak kekerasan dan bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui
adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa
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fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 12 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka
bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 hal mana diakui pula oleh
Tergugat maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2005, hal tersebut sesuai ketentuan
pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa
fotokopi kartu tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Penggugat adalah
warga Konawe dan memiliki legal standing sebagai pihak untuk berperkara
dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi
keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh
para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu
sama lain dan relevan dengan dalil-dalii yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,
maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga
keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat,
bukti tertulis Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim
telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal
12 April 2014

- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan
telah dikaruniai dua anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wawotobi;

- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak pertengahan tahun 2015;

- Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama XXX dan
Tergugat kerap berperilaku kasar dengan mengancam Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihan dan memuncak pada bulan Maret 2020 disebabkan
perselingkuhan Tergugat menyebabkan pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal
yang sudah berlangsung sekitar 9 (Sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perilaku kekerasan yang
dilakukan oleh Tergugat berupa pengancaman menyebabkan terjadi pisah
tempat tinggal dan Tergugat telah berulang kali menjalin cinta dengan
perempuan lain menyebabkan perselisihan dan percekcokan semakin tak
terhindarkan hingga akhirnya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,
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mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah
rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan
keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah dalam kitab Fighus
Sunnah juz 1l halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi sebagai
pendapat Majelis hakim:

e 2ol o] cxsol 3] Gopiill bl o callas of azg 3l Of 1 Do ploYl cans
g5 b Ll ol Lo 51 lgrsio Jio laglliol ur 8 uisell pls> aze gllaiun ¥ Ll
Jeall of Jsill o ,Sio wle Leal,S] ol Gllay Y 53l claYl ggil (o

Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan
kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan
adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga siisteri
merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang
sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/
mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang
tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemungkaran berupa
perkataan atau perbuatan.
Dan dalil Maaddatu Hurriyati al-Zawjain juz | halaman 83:

o $Mall albi 2l bzl 38 o mlaYs muai led sz ple uzmesll slaxll
s

ol olizayLroins¥l 0Y Tonmt 0o sasa dxgsll alayll puas cus

oszollaxlle oSy

allosll g olsli ling sugall ymudly

Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah

dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi

nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri
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dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang
bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat menyia-nyiakan rumah tangga
yang telah dibangun bersama dengan Penggugat, Tergugat semakin tidak
bertanggungjawab dengan menyakiti psikis Penggugat dengan seringnya
mengancam sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah
melanggar pasal 5 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal putusan, 17 Maret
1999, yang mengandung Kaidah “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah
memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan pihak
keluarga maupun orang dekat telah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim
berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti retak dan
pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau
setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah
memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Unaaha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
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dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 07 Jumadilawal 1442 Hijriah
bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2020 oleh A. Muh. Yusri Patawari.
S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Massadi, S.Ag.,M.H dan Ahmad Zubair
Hasyim,S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Safar,
M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Dr. Massadi, S.Ag.,M.H A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H
ttd
Ahmad Zubair Hasyim,S.HI
Panitera,
ttd

Drs. Safar, M.H.
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Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 50.000,00

- Panggilan :Rp 310.000,00

- PNBP :Rp 20.000,00

- Redaksi 'Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 426.000,00
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Unaaha

Drs. Safar, MH
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